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PUTUSAN 

Nomor 466/Pdt.G/2024/PA.Mto 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Rantau Langkap, 18 November 

1997, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Rantau 

Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi 

Jambi, sebagai  Penggugat,    

melawan 

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Puntikalo, 02 November 1988, 

agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT Asian Agri, Pendidikan 

Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Sumay, Kabupaten 

Tebo, Provinsi Jambi, sebagai  Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024 

telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 466/Pdt.G/2024/PA.Mto, 

tanggal 15 November 2024,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:  

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumay, Kabupaten  Tebo, 

Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah 

Nomor : xxx, tertanggal 19 November 2018;   
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2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan 

Tergugat berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak;   

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten  Tebo, 

Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah 

melakukan hubungan layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan telah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, anak pertama, 

Perempuan, lahir di Punti Kalo 25 Februari 2019, pendidikan TK, anak 

tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;   

4. Bahwa pada bulan Juli 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak 

rukun lagi di sebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah 

lahir kepada Penggugat karena uang dari hasil Tergugat bekerja, Tergugat 

gunakan untuk kebutuhan Tergugat sendiri, sedangkan Tergugat hanya 

memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah) dan itupun jarang Tergugat berikan kepada Penggugat setiap 

bulannya;   

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 

Oktober 2020, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara 

Penggugat dengan Teragugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat 

dengan Tergugat kembali bertengkar perihal pada saat itu Penggugat 

meminta uang kepada Tergugat untuk belanja kebutuhan rumah tangga, 

akan tetapi Tergugat tidak memberikannya yang menyebabkan setelah 

pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan 

Tergugat pulang ke rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat 

tersebut di atas;   

6. Bahwa sejak tanggal 10 Oktober 2020, Penggugat dengan Tergugat 

berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir 

dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara 

Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban 

sebagai suami istri yang hingga kini sudah 4 (empat) tahun, 1 (satu) bulan;   

7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan 

Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;   
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8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin 

dipertahankan lagi, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang telah 

dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;   

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;   

10. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka 

selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara 

Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada 

Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya 

sebagai berikut: 

Primer  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat  

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap 

Penggugat (Nama Penggugat);   

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;   

 Subsider 

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk 

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);  

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat 

telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada 

tanggal 19 November 2024 oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Tebo 

melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia untuk menghadap ke persidangan 

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu 

halangan yang sah;  

Menimbang, bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat 

agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap 

pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;  
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Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat 

tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;  

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 

I. Bukti Surat  

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxTanggal 21 Desember 2013 

atas Nama Penggugat, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, bukti surat tersebut 

telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda 

P1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 19 November 2018, 

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, 

Provinsi Jambi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah 

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2; 

II. Bukti Saksi 

1. Saksi I umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di 

Desa Rantau langkap, Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, Provinsi 

Jambi, mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpah 

nya menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang 

menika pada tahun 2018; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang 

tua Penggugat di Desa Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, 

Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun 

dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019 rumah tangga mereka tidak 
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harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

terus menerus; 

- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak 

cukup memenuhi kebutuhan nafkah lahir kepada Penggugat karena 

Tergugat gunakan untuk kebutuhannya sendiri; 

- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat sendiri pertengkaran 

tersebut 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 

kurang lebih 4 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat; 

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak 

berkomunikasi lagi; 

- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat 

dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

2. Saksi II umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, 

tempat kediaman di Desa Rantau Langkap, Kecamatan Tebo ulu 

Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, di persidangan mengaku sebagai Bibi 

Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai 

berikut: 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang 

menika pada tahun 2018; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang 

tua Penggugat di Desa Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, 

Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun 

dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019 rumah tangga mereka tidak 

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

terus menerus; 

- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak 

cukup memenuhi kebutuhan nafkah lahir kepada Penggugat; 

- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat sendiri pertengkaran 

tersebut 
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 

kurang lebih 4 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat; 

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak 

berkomunikasi lagi; 

- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat 

dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Bahwa di persidangan Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya 

dan menyampaikan kesimpulannya secara elektronik yang pada pokoknya 

menyatakan tetap pada gugatan semula dan mohon Putusan, sedangkan 

Tergugat dari awal hingga akhir persidangan tidak pernah hadir; 

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, 

maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas;  

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis 

Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa 

perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat 

yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo (bukti P.1), 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Tebo 

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan 

Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat 

dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai 
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pihak (persona standi in judicio) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan 

tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  jo. Pasal 73 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (in person) di 

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak 

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir 

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata 

ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum 

(default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan 

Tergugat tidak hadir dan perkara a quo  dapat diperiksa tanpa hadirnya 

Tergugat; 

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai 

perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat 

tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat 

dilaksanakan; 

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di 

persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, 

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo. 

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan 

cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun 

kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan 

Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan; 
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Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan 

Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat 

adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin 

bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran 

yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu 

adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan 

tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun; 

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena 

alasan tersebut di atas, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: 

(1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami 

istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha 

mendamaikan, namun tidak berhasil; 

 Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga 

jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat 

dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak 

keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan dan 

berdasarkan ketentuan 149 ayat (1) R.bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa 

hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan 

beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan 

dalil-dalil gugatannya;  

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada 

pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup 

rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar 

Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap 

Penggugat;  

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi; 
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Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2 merupakan fotokopi 

sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat 

sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti 

tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara 

materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan 

yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang 

berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan 

Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai 

dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat 

didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar 

keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi 

maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah 

mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;  

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu  

Ibu kandung dan Bibi Penggugat, secara formil dan materil telah memenuhi 

syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;  

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang 

diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua 

orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena 

masing-masing telah hadir secara pribadi (in person) di depan persidangan, 

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara 

hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian 

secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat 

alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-
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saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus 

menerus Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan; 

Menimbang, kedua orang saksi mengetahui adanya pertengkaran, 

mengetahui penyebab pertengkaran, dan mengetahui lamanya perpisahan, 

serta telah berupaya mendamaikan namun tetap tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas 

yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan 

fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak 

harmonis lagi, karena Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun;  

- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat 

pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, dengan demikian 

Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk 

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau 

keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat;  

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah 

sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti 

sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan 

mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, 

sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;  

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang 

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz 

Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83: “Islam memilih lembaga talak/cerai 
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ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak 

bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa 

ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu 

suami isteri dengan penjara yang ber kepanjangan. Ini adalah aniaya yang 

bertentangan dengan semangat keadilan”. 

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Majelis Hakim 

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat   sudah 

mengalami keretakan atau pecah yang seharusnnya suami istri hidup 

bersama, jikalau tidak karena suatu sebab atau keperluan yang lain maka 

harus dengan sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak, akan 

tetapi yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaliknya 

yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpiosah tempat tinggal selama kurang 

lebih 4 tahun yang menyebabkan tidak terwujudnya perkawinan untuk 

membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang mana fakta 

hukum tersebut telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (b)  PP. No.9 Tahun 1975 jo. 

Pasal 116 huruf (b) KHI; 

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk 

Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi: 

 

Artinya: “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah 

Subhaanahu Wa Taála Maha mendengar lagi Maha mengetahui” 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan 

sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan 

perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam 

kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina 

bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini 

tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang 

lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar’i qawaid fiqhiyah yang diambil alih 

sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: 
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Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik 

kemaslahatan”. 

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqan 

ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan 

rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud 

dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974,  sedangkan keadaan rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat sudah sedemikian retak dan pecahnya sehingga tujuan 

perkawinan sebagimana di atas untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan 

dapat terwujud, sehingga berdasarkan petunjuk kaidah fiqih di atas adalah 

lebih baik memutus dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah tidak 

ada manfaat di dalamnya; 

Menimbang, sejalan dengan pertimbangan hukum di atas bahwa 

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya 

indikator secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

benar-benar pecah dengan bukti bahwa Penggugat sudah tidak mau 

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sehingga sebagaimana 

kententuan Sema 3 Tahun 2018 hasil rumusan kamar Agama huruf a terhadap 

perkawinan yang sudah secara nyata menunjukkan indikator secara nyata telah 

pecah (broken marriage) maka dapat dikabulkan perceraiannya; 

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang 

mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, 

percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, 

salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan 

pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup dalam suatu perceraian; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan 

Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan 

Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan 

menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;  

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tidak melawan hukum dan 

Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan 

tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan 

maka karenanya Tergugat harus dinyatakan  tidak hadir dan berdasarkan 

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang 

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 

perkara dibebankan kepada Penggugat; 

 Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat) 

terhadap Penggugat (Nama Penggugat);  

4. Membebankan perkara kepada Penggugat sejumlah Rp187.000,00 

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). 

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh, Deni Irawan, 

S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H dan 

Leni Setriani, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PA.Mto 
 

diucapkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang 

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, 

dan didampingi oleh Lestri Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, 

dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

Ketua Majelis, 

 

 

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I 

Hakim Anggota, 

 

 

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. 

Hakim Anggota, 

 

 

Leni Setriani, S.Sy 

 

Panitera Pengganti, 

 

 

Lestri Handayani, S.H., M.H. 

 

Perincian biaya : 

1. Biaya Pendaftaran      : Rp    30.000,00 

2. Biaya Proses : Rp    75.000,00 

3. Biaya Panggilan       : Rp    42.000,00 

4 PNBP Panggilan : Rp    20.000,00 

4. Biaya Redaksi         : Rp    10.000,00 

5. Biaya Materai         : Rp    10.000,00 

 Jumlah  Rp  187.000,00 

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) 
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